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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu

telah selesai (dari sesuatu urusan), Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh

(urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhan mu hendaknya kamu

berharap.”(QS. Al Insyirah : 6-8)

 “Allah SWT tidak akan membebani seseorang  melainkan sesuai dengan

kesanggupannya.”(QS. Al-Baqoroh : 286)

 “Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru”

Karya kecilku ini ku persembahan untuk: 

1. Bapak dan Ibu kandung saya yang telah memberi doa dan dukungan penuh.

2. Ibu angkat saya yang selalu membimbingku sampai saat ini.

3. Nenek,Kakak dan adik saya yang selalu memberi motivasi dan masukan.

4. Teman-teman JBL kalian luar biasa.

5. Almaterku Universitas Negeri Yogyakarta.
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ABSTRAK 

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT 
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK 
ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2010-2011 DI KANTOR PELAYANAN 

PAJAK PRATAMA BANTUL  

Oleh : 
Muchlas Noviantoro 

10409134031 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)Tingkat Kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 
2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul; (2)Hambatan yang 
mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul; (3) Upaya 
yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam mengatasi 
hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Bantul yang terletak di Jalan 
Urip Sumoharjo No 7 Gose Bantul. Penelitian ini bersifat deskriptif dan 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan teknik 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif 
dan pendekatan kualitatif yang berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan 
Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 
Pratama Bantul.  

Hasil pembahasan yang diperoleh berupa: (1) Tingkat Kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dari tahun 2010 sampai 2011 adalah 
56,44 % dengan kriteria kurang dan 53,55% dengan kriteria rendah menunjukkan 
penurunan, (2) Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian 
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah  Kurangnya 
kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT Tahunan dan 
terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di KPP Pratama Bantul, (3) Upaya yang 
dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam mengatasi 
hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Memberikan penyuluhan 
tentang pajak, memberi sanksi kepada wajib pajak, dan partisipasi dari peserta 
Praktik Kerja Lapangan dan Drop Box. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara 

terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat 

merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah 

pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian 

suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali 

sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2011: 1). 

Menurut  Mardiasmo, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu 

sumber pendanaan terbesar bagi negara. 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment 

System. Melalui sistem ini, Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan 

sendiri besarnya pajak terutang dengan menghitung, memperhitungkan, 

menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan 

Surat Pemberitahuan. Sedangkan pihak fiskus dipercaya untuk mengawasi 
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sesuai undang-undang yang berlaku. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk 

mengetahui apakah Wajib Pajak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan. 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek 

Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari 

Surat Pemberitahuan adalah untuk mengawasi penerimaan pajak. Oleh karena 

itu, kepatuhan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak harus ditingkatkan agar 

pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Kepatuhan penyampaian SPT 

dapat dilihat dari apakah SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak atau belum. 

Pengisian SPT harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-

lampirannya serta harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan. Penyampaian SPT ini menjadi indikator persentase tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Makin tinggi persentase 

penyampaian SPT maka makin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. 

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah salah satu Wajib Pajak 

yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Self Assessment System dan 

wajib menyampaikan SPT (SPT Tahunan Pajak Penghasilan). Namun, dalam 

kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Bantul masih ditemui permasalahan antara lain seperti Wajib Pajak 

terlambat/atau tidak menyampaikan SPT, SPT tidak lengkap, belum 
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efektifnya tingkat kepatuhan penyampaian SPT, adanya hambatan yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak 

Orang Pribadi, upaya untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat 

kepatuhan belum maksimal. 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dapat disampaikan 

oleh Wajib Pajak melalui berbagai cara yaitu secara langsung, melalui pos 

dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 

terdaftar, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti 

pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan e-Filling pada 

website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia jasa 

Aplikasi/Application Service Provider (ASP). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat   judul “Analisis 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011 di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bantul. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan bebrapa identifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Prosedur penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib

Pajak Orang Pribadi belum efektif.

http://www.pajak.go.id/
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2. Masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum patuh (terlambat atau

tidak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan).

3. Sarana Penyampaian SPT Tahunan kurang nyaman.

4. Adanya hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. Upaya dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

belum maksimal.

C. Pembatasan Masalah 

Dari tingkat identifikasi masalah di atas, maka peneliti membuat pembatasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Orang Pribadi tahun 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bantul.

2. Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

3. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
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D. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2010-2011 di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bantul?

2. Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bantul?

3. Apa upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang

Pribadi?

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui : 

1. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Orang Pribadi tahun pajak  2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bantul.

2. Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
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3. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Pengelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan

pertimbangan dalam usaha meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbendaharaan referensi

kepustakaan bagi Universitas Negeri Yogyakarta.

3. Peneliti

Memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi DIII

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Negeri

Yogyakarta dan meraih gelar Ahli Madya.



 BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Safri Nurmanto dalam Devano, dkk (2010) 

mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan 

sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban 

perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka 

memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang 

diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. 

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem 

perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana 

dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada 

wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor 

kewajibannya. 

Menurut Sulchan Yasin (1997: 367), patuh adalah taat (pada 

perintah, aturan, dan sebagainya), disiplin. Sedangkan pengertian 
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kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah suatu keadaan ketika Wajib Pajak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sebagai warga 

negara yang baik. 

2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Orang Pribadi

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Casavera (2009: 7) Surat Pemberitahuan adalah 

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

b. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan 

yang digunakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 

Tahun Pajak merupakan jangka waktu 1 tahun kalender kecuali 

jika wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender. Bagian Tahun Pajak merupakan bagian dari jangka 

waktu 1 Tahun Pajak. 

c. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Casavera (2009: 
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14), “SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 

adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan besarnya pajak 

penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.” 

d. Fungsi Surat Pemberitahuan

Berikut ini adalah fungsi surat pemberitahuan menurut 

Mardiasmo (2011: 31): 

1) Bagi Wajib Pajak Penghasilan

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan

sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan

pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan

objek pajak.

c) Harta dan kewajiban.

d) Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau

badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.
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2) Bagi Pengusaha Kena Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang sebenanya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan

sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak

lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut 

dan disetorkannya. 

e. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak orang pribadi disampaikan paling lambat 3 bulan setelah 

akhir Tahun Pajak. Pembayaran pajak atau penyampaian surat 

pemberitahuan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya apabila 

jatuh tempo batas waktu pembayaran pajak atau penyampaian surat 

pemberitahuan bertepatan dengan hari libur baik hari sabtu atau 

hari libur nasional. 
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f. Sarana Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sarana yang bisa untuk melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak 

Orang Pribadi dengan cara pengisian formulir. Formulir yang 

digunakan sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak 

Orang Pribadi terdiri dari tiga jenis formulir, yaitu formulir 1770, 

1770 S, 1770 SS. 

1. Formulir 1770

Adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai 

penghasilan : 

a. Dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan

pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto

b. Dari satu atau lebih pemberi kerja.

c. Yang dikenakan pajak penghasilan final atau bersifat final.

d. Penghasilan lainya.

2. Formulir 1770 S

Adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai 

penghasilan : 

a. Dari satu atau lebih pemberi kerja.

b. Dari dalam negeri lainnya.

c. Yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat

final.
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3. Formulir 1770 SS

Adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai 

penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah 

penghasilan bruto kurang dari Rp60.000.000,00 setahun dan 

tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali penghasilan 

berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi.   

g. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan.

Jika surat pemberitahuan tidak disampaikan berdasarkan 

batas waktu yang ditentukan, Wajib Pajak dapat dikenai Surat 

Teguran dan Sanksi Administrasi adalah sanksi pembayaran 

kerugian kepada Negara. Jika WP tidak atau terlambat 

menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang pribadi, maka WP 

akan dikenai denda sebesar Rp100.000,00. Pemberian sanksi 

administrasi ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan 

penyampaian SPT oleh Wajib Pajak. 

3. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro,SH dalam 

buku Mardiasmo (2011: 1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 
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dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” 

Pengertian tersebut kemudian disempurnakan lagi, menjadi: 

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas 

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya 

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama 

untuk membiayai public investment.” 

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran/ kontribusi 

wajib orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan 

Undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa memperoleh 

kontraprestasi secara langsung yang bertujuan untuk membiayai 

pengeluaran negara dan pembangunan nasional demi keadilan 

sosial, kemakmuran, dan kepentingan bersama. Dari pengertian 

tersebut ditemukan pula ciri-ciri yang melekat pada pengertian 

pajak, yaitu: 

1) Pajak merupakan iuran/kontribusi wajib orang pribadi atau

badan kepada negara.

2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang sehingga sifatnya

dapat dipaksakan.

3) Dalam pemungutan pajak tidak diperoleh kontraprestasi secara

langsung.
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4) Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran negara dan

pembangunan nasional demi keadilan sosial, kemakmuran, dan

kepentingan bersama.

b. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap 

subjek pajak (orang pribadi, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas 

penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun 

pajak.), contohnya adalah gaji, tunjangan, dan honor. 

c. Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 “Wajib Pajak adalah 

orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.” 

d. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi dari pajak antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara. Pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas 

negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara ekstensifikasi 
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maupun identifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan 

peraturan berbagai jenis Pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

dan lain-lain. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan 

bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan 

tertentu di luar bidang keuangan. 

e. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo, pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok sebagai berikut: 

1) Menurut Golongan

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri

oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak

Penghasilan

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.



16 

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau

berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan

keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib

Pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan

Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh

Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai

rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari:

(1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor

dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

(2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, dan Pajak Hiburan. 
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f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011: 7) adalah 

sebagai berikut: 

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk memutuskan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

pada fiskus.

b) Wajib Pajak bersifat pasif.

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan

pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

pada Wajib Pajak sendiri.

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
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3) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 

Pajak yang bersangkutan) untuk menetukan besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak. 

g. Pengertian Orang Pribadi

Orang Pribadi adalah manusia yang terdiri dari darah dan 

daging (natuurlijk person). Jadi, yang dimaksud dengan Orang 

Pribadi dalam UU PPh adalah manusia yang masih hidup. Kata 

Orang Pribadi tidak merujuk pada usia, kewarganegaraan, 

kedudukan, pekerjaan, tempat tinggal, kondisi kesehatan, atau hal 

lainya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Orang Pribadi itu 

mulai dari bayi yang beru lahir sampai orang tua yang sudah udzur. 

h. Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi:

1) WP Orang Pribadi Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang

hanya menerima/memperoleh penghasilan dari satu atau lebih

pemberi kerja atau penghasilan lainnya selain dari

usaha/pekerjaan bebas. Contohnya, PNS dan Non PNS.

2) WP Orang Pribadi Non Karyawan yaitu WP Orang Pribadi

yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan

bebas atau penghasilan lainnya. Termasuk dalam pengertian

WP Orang Pribadi Non Karyawan ini adalah Wajib Pajak
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Orang Pribadi Karyawan yang menerima/memperoleh 

penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas. Contoh penghasilan 

dari usaha, yaitu dagang, jasa, dan industri. Sedangkan contoh 

pekerjaan bebas, yaitu Dokter, Pengacara, Konsultan, Arsitek, 

dll. 

i. Subjek Pajak Orang Pribadi

Menurut Siti Resmi (2009: 81), “Subjek Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi 

untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk 

dikenakan Pajak penghasilan.” Subjek pajak penghasilan Wajib 

orang pribadi dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Subjek pajak dalam negeri

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia /berada

di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut

yang penting jumlahnya lebih dari 183 hari) dalam jangka

waktu 12 bulan (terhitung sejak kedatangannya), atau

b) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di

Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia.

2) Subjek pajak luar negeri

a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di

Indonesia/berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau
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melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di 

Indonesia, atau 

b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di

Indonesia/berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima

penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha

tetap.

j. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 

negeri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia terdapat 

pada PPh Pasal 17. 

Tabel 1: Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Dalam Negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Samapai dengan Rp50.000.000,00 5% 

Di atas Rp50.000.000,00 - Rp250.000.000,00 15% 

Di atas Rp250.000.00,00 - Rp500.000.000,00 25% 

Di atas Rp500.000.000,00 30% 
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B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada BAB I, maka 

peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terkait sebagai 

berikut: 

1. Beberapa jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak

Penghasil (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Tahun 2010-

2011?

2. Berapa jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tahun pajak 2010-2011

yang telah disampaikan tepat waktu?

3. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP

OP Tahun Pajak 2010-2011?

4. Apa saja hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bantul?

5. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang

mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

WP OP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul?



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul yang 

terletak di di jalan Urip Sumoharjo No. 7 Gose Bantul Yogyakarta. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Mei 2013 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dan menyajikan data secara  sistematis mengenai masalah yang 

ada pada saat sekarang atau masalah yang bersifat aktual, kemudian dianalisis dan 

ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diberikan harus selalu jelas dasar 

faktualnya, sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung kepada data 

yang diperoleh.  

C.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam suatu 

penelitian karena dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan antara 

lain sebagai berikut: 

22 
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1. Teknik Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab kepada subjek 

penelitian secara langsung, yaitu pegawai pada Seksi Pelayanan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Pertanyaan yang diajukan yaitu: 

a. Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT

Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bantul.

b. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, menggandakan, 

membaca, dan mempelajari dokumen atau arsip yang diperoleh dari Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Data yang diperoleh tersebut berupa: 

a. Data Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang

Pribadi tahun 2010-2011.

b. Data SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2010-

2011 yang telah disampaikan tepat waktu.

c. Data-data lain yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini.
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D. Teknik Analisis Data 

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 

dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah 

pendekatan masalah  berdasarkan angka untuk mengambil kesimpulan. Data yang 

di peroleh dari KPP Pratama Bantul yang berupa SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 

Orang Pribadi tepat waktu tahun pajak 2010-2011 dan Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang terdaftar  Wajib SPT Tahunan pada tahun 2010-2011. Data tersebut berupa 

angka yang nantinya akan dibandingkan berdasarkan dan dibuat persentase utnuk 

mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 

Orang Pribadi di KPP Pratama Bantul. Pendekatan kualitatif adalah data yang 

bukan berdasarkan angka tetapi hasil dari wawancara mengenai hambatan yang 

mempengaruhi tingkat tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bantul dan upaya untuk mengatasi 

hambatan tersebut.  
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Tempat Penelitian 

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

KPP Pratama Bantul berdiri sejak Oktober 2007. Dasar hukum 

pendirian KPP ini adalah Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-

141/PJ/2007 . KPP Pratama Bantul menempati sebuah gedung berlantai di 

Jl. Urip Sumoharjo No 7 Gose Bantul. Kantor ini merupakan 

penggabungan antara pecahan KPP Yogyakarta I dan KP PBB Bantul. 

Selaku KPP Pratama, KPP Pratama Bantul mempunyai tugas 

melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di 

bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya 

(PTLL), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah 

wewenangnya. KPP Pratama Bantul menyelenggarakan fungsi :  

• Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan

subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.

• Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
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• Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan

dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat

lainnya.

• Penyuluhan perpajakan.

• Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

• Pelaksanaan ekstensifikasi.

• Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

• Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

• Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

• Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

• Pelaksanaan intensifikasi.

• Pembetulan ketetapan pajak.

• Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan.

• Pelaksanaan administrasi kantor.

Adapun Kepala Kantor yang pernah dan sedang memimpin KPP 

Pratama Bantul adalah Ramos Irawadi (Oktober 2007 – Juli 2011), dan 

sekarang adalahS. Josephine M. Wiwiek Widwijanti (Juli 2011 – 

sekarang) 

Guna meningkatkan produktivitas kerja pegawai, KPP Pratama 

Bantul menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung seperti: 
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1. Gedung berlantai 4 yang respresentatif

Gedung yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.7, Gose, Bantul, 

Yogyakarta berdekatan dengan jantung Kota Bantul. Penataan setiap 

ruang seksi yang diatur dengan lay out sesuai dengan fungsinya dan 

satu Ruang rapat yang dilengkapi dengan proyektor, in focus, dan 

sound system. 

a. Lantai 1 diperuntukkan untuk baseman, mushola, parkir, dan

kantin.

b. Lantai 2 ditempati untuk ruang TPT, Seksi Pelayanan, Seksi

Penagihan, dan Seksi PDI.

c. Lantai 3 ditempati untuk ruang Kepala Kantor, Ruang Rapat, Seksi

Umum, Seksi Waskon I, Waskon II, Waskon III.

d. Lantai 4 ditempati untuk Seksi Ekstensifikasi, Fungsional

Pemeriksaan, dan Aula yang difungsikan sebagai gedung

pertemuan, in-house tranning/forum AR, dan ruang olah raga tenis

meja.

2. Tempat parkir kendaraan roda dua dan empat

Tempat yang tertata dengan tertib, rapi, aman, dan nyaman dan 2 

(dua) buah toilet yang bersih di masing-masing lantai. 

3. Ruang Pelayanan

Ruangan tempat pelayanan terpadu disediakan untuk 

memberikan semua jenis pelayanan kepada Wajib Pajak dalam rangka 

melaksanakan kewajiban perpajakan (one stop sevice). Ruang 
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pelayanan terpadu dibuat sedemikian nyaman dengan konsep 

minimalis dengan ruang tunggu seperti yang ber-AC sejuk dan 

menggunakan nomor antrian. Fasilitas yang tersedia di TPT (Tempat 

Pelayanan Terpadu): 

a. Help Desk

Merupakan pusat pelayanan bagi Wajib Pajak untuk 

memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan 

secara umum. 

b. Ruang Konsultasi

Ruang untuk wajib pajak yang ikin berkonsultasi masalah 

perpajakan yang sedang dihadapi. Account Representatif akan 

mendatangi ruang ini untuk memberikan konsultasi kepada wajib 

pajak. 

c. Buku Saran

Wajib Pajak dapat memberikan saran dan kritik yang 

bermanfaat guna meningkatkan dan juga memperbaiki kualitas 

kinerja pelayanan. 

d. Leaflet

 berisi Ringkasan Materi Perpajakan dalam bentuk tulisan 

ringkas yang disediakan untuk diambil Wajib Pajak apabila 

memerlukan. 
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e. Papan Standar Pelayanan

Memberikan suatu informasi dan kepastian kapan suatu jenis 

permohonan wajib pajak dapat diselesaikan. 

f. Line Telephone

Disediakan untuk wajib pajak yang tidak berkesempatan 

untuk datang berkonsultasi langsung ke kantor 

g. Papan Petunjuk Ruang

Memberikan informasi tentang ruangan yang ada di KPP Pratama

Bantul.

h. Queuning Machine (Mesin Nomor Antrian)

Untuk ketertiban dalam proses penyampaian SPT di mana 

wajib pajak  mendapat nomer antrian secara otomatis. Tersedia 8 

loket pelayanan sehingga memudahkan dan mempercepat wajib 

pajak mendapatkan pelayanan. 

i. Touch Screen (Berisi Informasi Prosedur Pelayanan)

Layar sentuh yang berisi informasi prosedur pelayanan yang 

dapat diakses oleh para wajib pajak yang datang langsung ke TPT. 

j. Fasilitas Ruang Kerja dan Komputer

Desain dan layout ruang TPT ditata dengan meubeler meja 

kursi sejajar dan saling berhadapan sehingga menimbulkan 

suasanan nyaman, akrab, dan santai. 

k. Bank BPD DIY

sebagai tempat pembayaran dan lain-lain.
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4. SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak)

       Konsep dasar penerapan SIDJP adalah adanya suatu pengolahan 

berbagai data transaksi masukan Wajib Pajak berupa pendaftaran, 

pelaporan serta pembayaran pajak yang sifatnya terintegrasi dengan 

menggunakan modul – modul utama adminiatrasi perpajakan dan 

database KPP yang ada dalam sistem informasi tersebut. 

5. Sistem E-Registration

       Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-

173/PJ./2004 tanggal 29 November 2004, masyarakat dapat 

mengajukan permohonan NPWP, pengukuhan NPWP dan pencabutan 

pengukuhan PKP secara online melalui sistem e-registration yang 

dapat diakses melalui www.pajak.go.id. Adapun tujuan dari penerapan 

sistem e-registration ini adalah : 

a. Memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak melalui

efisiensi waktu, tenaga, dan biaya.

b. Meminimalisasi kontak langsung wajib pajak dengan fokus.

c. Administrasi perpajakan semakin baik dan akurat.

d. Tidak terjadi duplikasi NPWP dan kesalahan perekaman.

6. Sistem Pembayaran On-line (MPM)

Pembayaran dengan menggunakan fasilitas sistem pembayaran 

online dapat dilaksanakan melalui bank persepsi/bank devisa persepsi 

secara online yang disediakan oleh masing-masing bank persepsi/bank 

persepsi devisa. Sistem ini menghubungkan Bank, Direktorat Jenderal 

http://www.pajak.go.id/
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Pajak dan Direktorat Perbendaharaan dan Kas (DJPKN) secara online. 

Setiap pembayaran direkam oleh Bank, DJP dan DJPKN pada saat 

bersamaan. 

2. Visi dan Misi Kantor pelayanan

a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Institusi pemerintah penghimpunan pajak negara yang terbaik

di wilayah asia tenggara.

b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan

penyelenggarakan negara demi kemakmuran rakyat.

3. Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

“PUAS” Prima Utama Akurat Sesuai SOP, motto tersebut mempunyai

makna tersendiri yaitu:

a. Prima

Selalu memberikan pelayanan prima kepada semua Wajib Pajak

b. Utama

Mengutamakan dan siap membantu wajib pajak sesuai peraturan yang

berlaku serta tetap berpedoman pada kode etik.

c. Akurat

Memberikan pelayanan informasi yang akurat sesuai dengan ketentuan

perpajakan yang berlaku.
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d. Sesuai SOP

Memberikan pelayanan sesuai dengan standard operating procedures

yang telah ditetapkan.

4. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Kebupaten Bantul merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dilihat dari bentang 

alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari dataran yang 

terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada 

bagian timur dan barat, serta kawasan pantai disebelah selatan. Kondisi 

bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara 

geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07 ° 44’04’’; 08 ° 00’27’’ 

Lintang Selatan dan 110°12’34’’ - 110°31’08’’ Bujur Timur. Disebelah 

timur berbatasan dengan kabupaten Gunung Kidul, disebelah utara 

berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Sleman, disebelah barat 

berbatasan dengan kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan 

berbatasan dengan Samudra Indonesia. Kantor Perlayanan Pajak Pratama 

Bantul terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 7 Gose Bantul. 

Sesuai namanya, wilayah kerja KPP Pratama Bantul adalah 

Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul beribukota di Kota Bantul yang 

berjarak sekitar 15 km ke arah selatan dari pusat kota Jogjakarta. 

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari 5 Kabupaten/Kota 

di propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Sebelah utara berbatasan dengan 

Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman, timur berbatasan dengan Kab. Gunung 
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Kidul, barat berbatasan dengan Kab. Kulon Progo. Luas wilayah 

Kabupaten Bantul adalah 50.685 ha, terbagi menjadi 17 kecamatan, 75 

desa dan 933 pedukuhan. Berdasar hasil sensus penduduk tahun 2010, 

jumlah penduduk sebanyak 911.503 jiwa. 1.035.635 jiwa atau 262.766 

kepala keluarga (KK). 

Tabel 2: Data jumlah penduduk 

No Kecamatan Jumlah 

desa 

Jumlah 

pedukuhan 

Luas 

1 Srandakan 2 43 18,32 

2 Sanden 4 62 23,16 

3 Kretek 5 52 26,77 

4 Pundong 3 49 24,30 

5 Bambanglipuro 3 45 22,70 

6 Pandak 4 49 24,30 

7 Pajangan 3 55 33,25 

8 Bantul 5 50 21,95 

9 Jetis 4 64 21,47 

10 Imogiri 8 72 54,49 

11 Dlingo 6 58 55,87 

12 Banguntapan 8 57 28,84 

13 Pleret 5 47 22,97 

14 Piyungan 3 60 32,54 

15 Sewon 4 63 27,16 

16 Kasihan 4 53 32,38 

17 Sedayu 4 54 34,36 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul (2013) 
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5. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Sebagai kantor pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul 

menjalankan fungsi-fungsi layanan kepada masyarakat wajib pajak, terkait 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai kententuan yang ada. Fungsi dan 

tugas layanan tersebut antara lain adalah tugas melakukan penetapan dan 

penerbitan hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas 

perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta 

penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan regristrasi 

wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. Hal ini dengan fungsi 

dan tugas pemerintahan sebagai pelaksana pembangunan dan layanan 

masyarakat. 

6. Struktur Organisasi

Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak, sebuah KPP Pratama dipimpin oleh seorang 

Kepala Kantor yang membawahi 1) Sub bagian Umum; 2) Seksi Pengola-

han Data dan Informasi; 3) Seksi Pelayanan; 4) Seksi Penagihan; 5) Seksi 

Pemeriksaan; 6) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan; 7) Seksi Pengawasan 

dan Konsultasi; 8) Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 1: Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul 

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul (2013) 
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7. Uraian Tugas dari Masing-masing Organisasi di Kantor Pelayannan Pajak

Pratama Bantul.

Setiap organisasi mempunyai tugas masing-masing sesuai bidang yang

dimiliki, tugas-tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul bertugas

1) Mengkoordinasi tugas-tugas yang ada di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bantul sesuai dengan kebijaksanaan, keputusan dan

arahan dari Direktur Jenderal Pajak.

2) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas oleh para Kepala Seksi di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

b. Sub Bagian Umum, bertugas:

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata 

usaha, dan rumah tangga. 

c. Seksi Pelayanan, bertugas

 Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk 

hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas 

perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta 

penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan 

registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 

d. Seksi Pengolah Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan 

pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 

perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian 
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Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi 

e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan 

laporan kinerja. 

e. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, 

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan 

penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen 

penagihan. 

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, 

pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran 

basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. 

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan 

konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis 

kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka 

melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta mel-

akukan evaluasi hasil banding.  

Di KPP Pratama Bantul terdapat 3 Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi, dimana terdapat 7 Account Representative pada masing-

masing seksi. 
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h. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, 

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan 

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi 

pemeriksaan perpajakan lainnya. 

i. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Merupakan unit non eselon yang mempunyai tugas melakukan 

pemeriksaan pajak terkait pengujian kepatuhan pelaksanaan kewajiban 

perpajakan. Bersama dengan Seksi Penagihan menjalankan fungsi law 

enforcement. 

B. Hasil Penelitian 

Hasil yang di dapat penulis pada saat penelitian di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bantul yaitu berupa data berikut : 

1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010-2011 di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Bantul. Untuk memecahkan permasalahan tersebut

maka penulis menghitung:

a. Jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib Pajak SPT Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010-2011 pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul
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 Tabel 3: Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010-
2011 

NO Tahun Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan 
PPh WP OP 

1 2010 68.809 
2 2011 76.249 

 Sumber: Seksi SDI (2013) 

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah wajib 

Pajak terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi pada tahun 2010 sebesar 68.809 wajib pajak, dan 

tahun 2011 naik menjadi76.249  wajib pajak. Jumlah wajib pajak 

terdaftar wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi pada tahun 2010-2011 mengalami kenaikan sebanyak 

7.440 wajib pajak. 

b. Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang

Pribadi Tahun Pajak 2010-2011 yang disampaikan tepat waktu

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Table 4: Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasil Wajib Pajak Orang
Pribadi Tahun2010-2011 yang disampaikan Tepat Waktu. 

Sumber: Seksi SDI (2013) 

NO Tahun Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat 
Waktu 

1 2010 38.839 
2 2011 40.832 
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c. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011

Tabel 5 :Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan dan SPT
Tahunan Pajak  Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 
yang disampaikan tepat waktu. 

NO Tahun Jumlah WP Terdaftar 
Wajib SPT Tahunan PPh 
WP OP 

Jumlah SPT Tahunan 
PPh WP OP Tepat 
Waktu 

1 2010 68.809 38.839 
2 2011 76.249 40.832 

     Sumber: Seksi SDI (2013) 

Untuk mengukur tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan rasio sebagai 

berikut : 

Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu
Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh WP OP

x 100% 

• Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2010.

Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu Tahun Pajak 2010
Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2010

x 100% 

=38.839
68.809

x 100% 

= 56,4% 

• Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2011.

Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu Tahun Pajak 2011
Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2011

 x 100% 
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= 40.832
76.249

 x 100% 

= 53,5% 

Tabel 6: Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-
2011 

NO Tahun Jumlah WP 
Terdaftar Wajib 
SPT Tahunan 
PPh WP OP 

Jumlah SPT 
Tahunan PPh 
WP OP Tepat 
Waktu 

Tingkat Kepatuhan 
Penyampaian SPT 
Tahunan PPh WP 
OP 

1 2010 68.809 38.839 56,44 % 
2 2011 76.249 40.832 53,55% 
RATA-RATA TINGKAT KEPATUHAN 55% 

2. Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa ada 

beberapa hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan 

Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul antara lain: 

a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap

penyampaian SPT Tahunan.

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di KPP Pratama Bantul

3. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang

Pribadi diantaranya:
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a. Memberikan penyuluhan tentang pajak.

b. Memberi sanksi kepada Wajib Pajak

c. Partisipasi dari peserta Praktik Kerja Lapangan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Berdasarkan tabel 6, tingkat kepatuhan peenyampaian SPT Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bantul dalam waktu dua tahun berturut-turut mengalami hasil 

yang kurang baik atau mengalami penurunan dari segi persetase. Tingkat 

Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi pada tahun 2010 adalah 56,44 % dan menurun pada tahun 

2011 menjadi 53,55 %. 

Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2010-

2011 digunakan pedoman Skala Norma Lima Absolut. 
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Tabel 7: Skala Norma Lima Absolut 

Tingkat Penguasaan Skor Standar 

90-100% Sangat Tinggi 

80-89% Tinggi 

65-79% Cukup 

55-64% Kurang 

0-54% Rendah 

Sumber: Wayan Nurkanca dan Sumartana (1983: 80) 

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan 

Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2010 berada diantara tingkat 

penguasaan 55-64% dengan skor standar kurang. 

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan 

Wajib Pajak Orang Pribadi di tahun 2011 berada di tinggkat penguasaan 0-

54% dengan skor standar rendah. 

2. Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap

penyampaian SPT Tahunan.

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT 

Tahunan.Hal itu bisa di lihat dengan masih adanya Wajib Pajak yang 

belum melaporkan SPT Tahunan ke kantor pajak tepat waktu dengan 

berbagai alasan, terlebih lagi Wajib Pajak Baru yang belum mengerti 
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tentang tata cara perpajakan. Disamping itu kurang pahamnya Wajib 

Pajak tentang pengisian formulir SPT. 

Wajib Pajak merasa kurang paham tentang cara pengisian 

formulir. Hal ini di perkuat dengan banyaknya Wajib Pajak 

melaporkan SPT dengan pengisian yang kurang lengkap dan terkadang 

ada juga SPT yang salah penulisan. Selain itu masyarat juga 

beranggapan negatif tentang pajak.  

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di KPP Pratama Bantul

Terbatasnya sumber daya manusia di KPP Pratama Bantul 

membuat Wajib Pajak menunggu antrian terlalu lama dan terkadang 

Wajib Pajak merasa bosan dan bahkan tahun berikutnya Wajib Pajak 

tidak mau lagi datang ke KPP Pratama Bantul untuk melaporkan SPT 

Tahunan. 

3. Upaya Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul untuk

mengatasi Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang

Pribadi.

a. Agar kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan

meningkat, maka dilakukan berbagai upaya antara lain:

1) Memberikan penyuluhan tentang pajak.

Mengajak Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Baru, maksud

dari Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak yang terdaftar

kurang dari 1 tahun atau 12 bulan dan akan menjadikan Wajib
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Pajak yang patuh. Penyuluhan terbagi 2 versi, yaitu versi 

langsung dan tidak langsung. 

a) Penyuluhan secara langsung

Dilakukan dengan cara menyampaikan informasi atau

keteerangan mengenai perpajakan. Penyuluhan secara dapat

dilakukan dengan cara massal dan individu.

(1) Secara Massal

Petugas pajak mendatangi instansi-instansi seperti 

rumah sakit kantor polisi, perusahaan, dan instansi-

instansi yang lainnya. Sebelumnya dari pihak KPP 

Pratama Bantul memberikan surat ijin untuk 

penyuluhan ke instansi tersebut. Petugas pajak dengan 

tenang memberi pengarahan terhadap Wajib Pajak 

tentang pajak. Pihak KPP Pratama Bantul juga 

membagikan buku panduan tentang tata cara pengisian 

formulir SPT Tahunan. 

(2) secara individu 

Petugas pajak mendatangi Wajib Pajak, tugas ini akan 

di arahkan atau akan di bimbing oleh Account 

Representativ (AR) mengenai permasalahan apa yang 

dikonsultasikan oleh Wajib Pajak. 
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b) Penyuluhan tidak langsung

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara menerbitkan iklan

layanan pajak yang disampaikan melalui media cetak (surat

kabar, majalah, jurnal, brosur, dll), media elektronik

(televisi dan radio), media online (internet), dan media yang

ada di luar (pemasangan baliho, billboard, sepanduk yang

di pasang di pinggir jalan raya)

Dengan adanya penyuluhan ini bertujuan agar mengajak

Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Baru akan mendapat

informasi dengan jelas mengenai pajak sehingga Wajib

Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan, salah satunya

adalah penyampaian SPT Tahunan secara tepat waktu.

Selain itu yang paling penting adalah mengurang persepsi

negatif terhadap pajak dan petugas pajak.

2) Sanksi perpajakan

KPP Pratama akan memberi surat teguran kepada Wajib Pajak

yang belum menyampaikan SPT Tahunan sampai batas akhir.

Apabila

b. Untuk mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusia maka KPP

Pratama Bantul melakukan berbagai cara yaitu:

1) Partisipasi dari peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Dalam menangani penyampaian SPT Tahunan, seluruh petugas

di seluruh KPP Pratama Bantul di tuntut untuk berperan aktif
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dalam menjaga tempat terpadu (TPT) yang terletak di lantai 

paling bawah. Setiap Seksi di KPP Pratama Bantul 

menurunkan anggotanya untuk melayani Wajib Pajak secara 

bergantian sesuai jadwal yang sudah di tentukan dari pihak 

KPP Pratama Bantul. Walaupun demikian petugas tidak bisa 

bekerja dengan maksimal, untuk itu peserta Praktik Kerja 

Lapangan mau tidak mau harus ikut membantu di Tempat 

Pelayanan Terpadu untuk melancarkan kegiatan tersebut, selain 

itu pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan, layanan 

penyampaian SPT Tahunan di buka dari jam 7.30 berakhir pada 

jam 20.00 WIB. 

2) Drop Box

Adalah salah satu sebuah kotak khusus digunakan untuk

menerima SPT Tahunan Wajib Pajak yang tidak sempat

menyampaikan SPT Tahunannya di KPP setempat. Drop Box

biasanya diletakkan di pusat keramaian seperti Mall atau di

kantor-kantor yang telah bekerjasama dengan KPP Pratama

Bantul. Tujuan dari Drop Box adalah supaya Wajib Pajak dapat

dengan mudah menyampaikan SPT Tahunannya tanpa harus ke

KPP setempat.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Analisis Tingkat 

Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan  Tahunan Wajib Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bantul dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bantul Tahun 2010-2011, dalam waktu dua tahun berturut-turut

mengalami hasil yang kurang baik atau mengalami penurunan dari segi

persentase. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011

adalah 56,44 % dengan kriteria kurang dan 53,55 % dengan kriteria rendah.

2. Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Bantul, yaitu:

a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap

penyampaian SPT Tahunan.

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT 

Tahunan.Hal itu bisa di lihat dengan masih adanya Wajib Pajak yang 

belum melaporkan SPT Tahunan ke kantor pajak tepat waktu dengan 
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berbagai alasan, terlebih lagi Wajib Pajak Baru yang belum mengerti 

tentang tata cara perpajakan. Disamping itu kurang pahamnya Wajib Pajak 

tentang pengisian formulir SPT. 

Wajib Pajak merasa kurang paham tentang cara pengisian formulir. 

Hal ini di perkuat dengan banyaknya Wajib Pajak melaporkan SPT dengan 

pengisian yang kurang lengkap dan terkadang ada juga SPT yang salah 

penulisan. Selain itu masyarat juga beranggapan negatif tentang pajak.  

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di KPP Pratama Bantul

Terbatasnya sumber daya manusia di KPP Pratama Bantul membuat 

Wajib Pajak mnunggu antrian terlalu lama dan terkadang Wajib Pajak 

merasa bosan dan bahkan tahun berikutnya Wajib Pajak tidak mau lagi 

datang ke KPP Pratama Bantul untuk melaporkan SPT Tahunan. 

3. Upaya pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul untuk mengatasi

hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu:

a. Memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara langsung

(secara massal dan secara individu) maupun tidak langsung. Diberi sanksi

dengan memberikan surat teguran apabila Wajib Pajak tidak melaporkan

tepat waktu.

b. Partisipasi peserta Praktik Kerja Lapangan sangat membantu para petugas

dalam melakukan pekerjaan.

c. Drop Box
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B. Saran 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan 

saran ataupun masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul 

sebagai berikut: 

1. Lebih meningkatkan kembali sosialisasi ataupun penyuluhan kepada

Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Baru supaya Wajib Pajak menjadi

memahami dan taat.

2. Lebih bersikap dan murah senyum terhadapa Wajib Pajak yang datang ke

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

3. Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak yang patuh dan taat dalam

menyampaikan SPT.

4. Lebih menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam lingkungan Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bantul supaya Wajib Pajak merasa tenang.
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